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Pendahuluan 
 
 
 
 
 
 

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat 

untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan  Perwakilan 

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana mandat 

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum perlu pelibatan 

masyarakat untuk melakukan pemantauan pada setiap tahapan penyelenggaraan 

Pemilu. 

 
Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi 

penyelenggaraan  Pemilu  di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. 

Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu untuk 

memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pemantau Pemilu adalah 

lembaga swadaya masyakrakat, badan hukum lembaga pemantau dari luar negeri, 

lembaga  pemilihan  luar  negeri,  dan  perwakilan  negara  sahabat  di  Indonesia,  serta 

perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari 

Bawaslu.  Akreditasi  adalah  pengesahan  yang  diberikan  oleh  Bawaslu,  Bawaslu 

Provinsi,   dan   Bawaslu   Kabupaten/   Kota   kepada   Pemantau   Pemilu   yang   telah 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bawaslu. 

 
Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum 

Tahun 2024 ini sebagai pedoman bagi Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Negeri 

yang berakte notaris dan Lembaga Berbadan Hukum Dalam Negeri dalam melakukan 

pemantauan  Pemilihan  Umum  Tahun  2024.  Pedoman  Teknis  Pemantau  dan  Tata 

Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ini dibuat sebagai panduan 

bagi pemantau dan tata cara pemantauan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. 
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Persyaratan Menjadi 

Pemantau Pemilu 
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Tata Cara Pendaftaran Akreditasi 
 
 
 
 

1. Pendaftaran Pemantau Pemilu dilaksanakan sebelum tahapan 

penyelenggaraan Pemilu sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum 

pelaksanaan hari pemungutan suara. 

2. Pemantau Pemilu mengajukan permohonan untuk melakukan Pemantauan 

Pemilu  kepada  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota 

untuk mendapatkan Akreditasi Pemantauan Pemilu. 

3. Pemantau Pemilu yang melakukan perubahan rencana pemantauan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. perubahan lebih dari 1 (satu) daerah provinsi harus mendapatkan 

persetujuan Bawaslu serta wajib melapor ke Bawaslu Provinsi 

setempat; dan 

b. perubahan  lebih  dari  1  (satu)  daerah  kabupaten/  kota  pada  1  (satu) 

provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu dan wajib melapor 

ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota setempat. 

4. Pemantau Pemilu yang melakukan perubahan rencana pemantauan 

dengan ketentuan sebagai berikut 

a. perubahan lebih dari 1 (satu) daerah provinsi harus mendapatkan 

persetujuan Bawaslu serta wajib melapor ke Bawaslu Provinsi 

setempat; dan 

b. perubahan  lebih  dari  1  (satu)  daerah  kabupaten/  kota  pada  1  (satu) 

provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu dan wajib melapor 

ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota setempat. 
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Penelitian Administrasi 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
01 

Bawaslu dan Bawaslu Provinsi 

melakukan penelitian administrasi 

terhadap persyaratan administrasi 

Pemantau Pemilu nasional dan 

Pemantau Pemilu daerah provinsi. 

 
Penelitian kelengkapan administrasi 

Pemantau Pemilu daerah 

kabupaten/kota dilakukan oleh 

Bawaslu Provinsi. 

 

 
Dalam melaksanakan tugas Bawaslu 

dan Bawaslu Provinsi dapat 

membentuk panitia Akreditasi. 

 

 
02 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
03 

 

Bawaslu dan Bawaslu Provinsi 

melakukan penelitian dengan 

memeriksa kebenaran dan 

keabsahan dokumen administrasi. 

 
 

Bawaslu Provinsi melaporkan hasil 

penelitian kepada Bawaslu. 

 
 

04 
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Akreditasi 
 
 
 
 
 

01 
 

Bawaslu menerbitkan 

sertifikat Akreditasi bagi 

Pemantau Pemilu yang telah 

lolos penelitian administrasi 

sebagai bukti atau tanda 

izin melakukan pemantauan 

sesuai dengan wilayah kerja 

pemantauan. 
 
 
 
 
 
 
 

02 

 
Akreditasi Pemantau Pemilu 

berlaku sejak diterbitkannya 

sertifikat Akreditasi sampai 

dengan tahap penetapan 

calon terpilih apabila 

pemantauan diajukan untuk 

seluruh tahapan Pemilu. 
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Perbaikan Kelengkapan 

Administrasi 

01 

Bagi pendaftar yang belum 

melengkapi       persyaratan, 

dapat melakukan perbaikan 

syarat pendaftaran 

maksimal 14 hari sejak hasil 

pengumuman verifikasi 

administrasi disampaikan 

kepada pendaftar. 

02 

Apabila dalam kurun waktu 

yang ditentukan pendaftar 

belum 

persyaratan, 

melengkapi 

maka tidak 

dapat dilakukan akreditasi. 



Tanda Pengenal Pemantau 

Pemilu 
 
 
 
 
 
 
 

Tanda pengenal 

dikeluarkan oleh 

Bawaslu 

Tanda Pengenal berukuran 

panjang 10 (sepuluh) centimeter 

dan  lebar  5  (lima)  centimeter, 

berwarna dasar putih untuk 

Pemantau  Pemilu  dalam  negeri, 

kuning untuk Pemantau Pemilu 

asing    biasa,    dan    biru    untuk 

Pemantau Pemilu asing 

diplomat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pemantau Pemilu 

yang terakreditasi 

diberikan tanda 

pengenal 

Pemantau Pemilu 

Pada tanda pengenal Pemantau 

Pemilu memuat informasi yang 

terdiri atas: 

nama Pemantau Pemilu; 

nama anggota Pemantau 

Pemilu; 

pas foto diri terbaru 

anggota Pemantau Pemilu; 

wilayah kerja pemantauan; 

nomor dan tanggal 

Akreditasi; 

pengesahan Ketua Bawaslu; 

dan 

masa berlaku Akreditasi 

Pemantau Pemilu. 

Tanda pengenal 

dikenakan dalam 

setiap  kegiatan 

Pemantauan 

Pemilu 
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TANDA TERIMA PENDAFTARAN 

LEMBAGA PEMANTAU 
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Banjarmasin,              2022 



TANDA TERIMA PENDAFTARAN 

PEMANTAU PERSEORANGAN 
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Banjarmasin,                  2022 
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